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Tesisini berisi tentang tanggung jawab dari pihak notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan
pada keterangan palsu.Y ang dimaksud dengan keterangan palsu tersebut adal ah keterangan yang dituliskan
di dalam aktatersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang disengaja maupun tidak
sengaja.K eterangan palsu tersebut bisa berasal dari keterangan yang didapat dari Para Pihak yang
menghadap Notaris atau keterangan yang ditulis oleh Pihak Notaris sendiri. Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis-normatif yaitu mengacu pada asas-asas hukum tertulis. Sedangkan jenis data yang
digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan berupa buku-buku yang
berkaitan dengan penelitian dan sumber dari website atau dokumen dari internet yang dapat mendukung
kepentingan penelitian yang ditulis oleh penulis. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh pihak
penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi atau tindak
pidana pemal suan terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat dipersalahkan
apabila pihak Notaris dapat membuktikan apabilatidak terlibat dalam kesengajaan tersebut. Akan tetapi
apabila kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Notaris maka Pihak yang merasa dirugikan tersebut
dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dan meminta ganti rugi serta Notaris tersebut dapat dijatuhkan
sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administratif. Notaris dapat melakukan
perbaikan apabila melakukan kesalahan tersebut secaratidak sengaja. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 51
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris. Disebutkan bahwa Notaris dapat melakukan perbaikan dengan mengirimkan Berita Acara dan juga
membuat perbaikan pada kesalahan yang ada di minuta akta yang telah dibuat oleh Notaris.
<hr><i>Thisthesisis about the responsibility of the notary towards the making of an authentic act that is
based on false information. What is meant by the false information is an information that is written in the
deed that is not in accordance with the wishes of the parties either intentional or accidental. False
information can be derived from the information obtained from the Parties to Notary or statements written
by Notary Party itself. This study isanormative juridical that relies on the principles of the written law.
While this type of data used is secondary datain the form of legislation in the form of books relating to the
research and resources of the website or document from the Internet to support the interests of research
written by the author. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can
fileaclaim for damages or a criminal act of forgery against the adverse party and the Notary can not be
blamed if the Notary can proveif they are not involved in the deliberation. But if the error committed
intentionally by a Notary, a party who feel aggrieved can sue the concerned Notary and ask for
compensation as well as the Notary may be imposed sanctions in the form of criminal sanctions, civil
penalties, and administrative sanctions. Notaries can make improvements when making such mistakes
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inadvertently. Thisis provided for in Article 51 of Law No. 2 of 2014 substitution of Law No. 30 of 2004
about Notary. Mentioned that the Notary can make improvements by sending Minutes and also make
improvements to the existing errorsin the minutes deed of Notary.</i>



